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ABSTRAK 
 
Eldyssa Rakhma Pridianti. NIM : S351408022 “PROBLEMATIKA HUKUM 
ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN           
(Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”. 2016. Program 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mengkaji dan menganalisis 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang 
telah berkekuatan hukum tetap tetapi proses eksekusi tidak dapat dijalankan oleh 
Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.Untuk mengetahui, mengkaji dan 
menganalisis tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun 
terhadap eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 
K/Pdt/2002 yang tidak dapat dijalankan. 
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelian ini adalah 
metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya 
meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 
hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan 
masyarakat. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan tersebut tidak dapat 
dieksekusi.  Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yang 
dijatuhkan bersifat “Kondemnator”. Proses eksekusi itu sudah sesuai dengan 
gugatan, namun kenyataan di lapangan, sampai pada saat ini kemenangan Sdr. 
Tardji hanya kemenangan diatas kertas saja, dikarenakan pada saat gugatan tidak 
mengajukan permohonan sita jaminan, dan tidak memberitahukan kepada  Badan  
Pertanahan  Nasional  (BPN)  bahwa  objek  tanah  dimaksud sedang  dalam  
berperkara,  sehingga   terbitlah sertipikat hak atas tanah atas nama tergugat 
(Gudel dkk) pada saat masih ada upaya hukum dari Sdr. Tardji, sehingga saat ini 
eksekusi tanah tidak dapat dijalankan dan masih dikuasai oleh para tergugat yang 
memiliki sertipikat hak atas tanah.  
Tanggung jawab Ketua Pengadilan terhadap proses eksekusi putusan 
Mahkamah Agung Nomor 3582K/Pdt/2002 berbatas pada pelaksanaan 
eksekusinya, dalam perkara ini Ketua pengadilan sudah melaksanakan 
eksekusinya melalui Jurusita Pengadilan Madiun pada tanggal 11 November 
2009, dikarenakan tanah yang akan dieksekusi diatasnya masih terdapat rumah 
dan tanaman, maka kedua belah pihak antara pemohon eksekusi dan para 
termohon eksekusi, telah membuat surat kesepakatan, setelah dalam jangka waktu 
yang ditentukan para termohon eksekusi tidak bersedia mengosongkan tanah 
dengan alasan para termohon eksekusi masih memiliki sertipikat hak atas tanah 
yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Madiun. Maka dari itu, diperlukannya 
adanya pembatalan sertipikat. Berkaitan dengan kepemilikan sertipikat yang 
masih dimiliki oleh para tergugat, maka dalam perkara ini bukan lagi kewenangan 
Pengadilan Negeri, dikarenakan instansi yang berwenang membatalkan 
sertipikatdari Kantor Pendaftaran Tanah berdasarkan putusan pengadilan tata 
usaha negara. 
Kata kunci : Eksekusi,  Sertipikat, Putusan Tidak dapat dijalankan. 
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ABSTRACT 
 
Eldyssa Rakhma Pridianti. NIM : S351408022 “LAW PROBLEMATICS OF 
LAND EXECUTION IMPLEMENTATION WHICH CAN NOT BE EXECUTED  
(A Case Study of the Execution of Supreme Court of Republic of Indonesia’s 
Verdict Number 3582 K/Pdt/2002 in the District Court of Madiun Regency)”. 
2016. Notary Program of Law Faculty, Sebelas Maret University. 
 
 The aims of this study are to find out, to review, and to analyze the verdict 
of the Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3582 K/Pdt/2002 which 
has had legally binding, but its execution process cannot be executed by the 
District Court of Madiun Regency. It also finds out, reviews, and analyzes the 
responsibility of the chief of District Court of Madiun Regency to the execution of 
the Supreme Court of Republic of Indonesia’s verdict Number 3582 K/Pdt/2002 
which cannot be executed. 
The law research study used in this study is empirical legal research 
method, i.e. a legal research which its object of study consists of some provisions 
and relates to the enactment or implementation of normative legal provisions on 
each legal events happened in community life. 
The result of this study shows that the verdict is cannot be executed. The 
verdict it has got permanent legal entity; the verdict imposed is “condemnatory”. 
The execution process has been corresponding to the suit, but the facts on the 
ground, to date the victory of Mr. Tardji is just a victory on a paper, because at 
the time of the suits, he did not submit sequestration, and did not notify the 
National Land Agency (BPN) the land object referred was in the matter, so that it 
was published a certificate of land rights on behalf of the defendants (Gudel et al) 
at the time when there was still a legal effort from Mr. Tardji, so that until now 
the land execution cannot be executed and is still controlled by the defendant who 
holds the certificate of land rights. 
The responsibility of the Chief of Court on the execution process of the 
Supreme Courts’ verdict Number 3582K/Pdt/2002 has a limitation on the 
implementation of its execution. In this regard, the Chief of Court has executed 
the execution through the bailiff of Madiun Regency Court on 11
th
 of November 
2009, because there was still a house and some plants on the executed land, the 
both parties, the applicant of execution and the defendants of execution, had made 
an agreement, that in a determined period of time the defendants of execution 
were not willing to vacate the land with a reason that the defendants of execution 
still had a certificate of land rights published by the National Land Agency (BPN) 
of Madiun Regency. Therefore, there should be a certificate revocation. In 
relation to the ownership of the certificate that was still owned by the defendants, 
in this regard it did not become the authority of the District Court anymore, 
because an institution that had authority to abrogate certificate was the Land 
Registry Office based on the decision of the Administrative Court. 
 
Keywords: Execution, Certificate, The Verdict Cannot be executed 
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